
BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 35,
Pasal 36 dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
serta Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Penanggulangan
Bencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a serta kompleksitas dan potensi bencana yang
berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang
lain, maka perlu mengatur Rencana Penanggulangan
Bencana Tahun 2019-2023 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur(diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1950),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3491);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penaggulangan Bencana (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

SALINAN



2

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun
2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5214);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Repubik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang
Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tenang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Repubik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003
tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan
Penanganan Pengungsian di Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006
tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Keja Badan
Penaggulangan Bencana Daerah;
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18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang
Kampung Siaga Bencana (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 693);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018
tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);

21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;

22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara
Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman
Komando Tanggap Darurat Bencana;

24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman
Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan
Bencana;

26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi
Penanggulangan Bencana;

27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman
Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan
Bencana;

28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data
Kebencanaan;

29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum
Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana;

30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun
2010 tentang Penanggulangan Bencana di jawa Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010
Nomor 3 Tahun 2010 Seri E);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 57);
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33. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun
2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 57);

34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2012 Nomor 761).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG RENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2019-2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya

disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Lumajang.

5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam
dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya  korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

6. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh
alam  antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah
longsor.

7. Bencana Non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara
lain berupa gagal teknologi, gagal moderenisasi, epidemi dan
wabah penyakit.

8. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh
manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau
antar komunitas masyarakat dan teror.

9. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana yang
memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan
untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan
bencana daerah dalam kurun waktu 5 tahun pada suatu
daerah.

10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan
pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
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11. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/
atau mengurangi ancaman bencana.

12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian
serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

13. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian
peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang
kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh
lembaga yang berwenang.

14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko
bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun
penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi
ancaman bencana.

15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk
menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi
kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,
pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan
pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan
sarana.

16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang
memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran
utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar
semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat
pada wilayah pascabencana.

17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua
prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah
pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun
masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya,
tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran
serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan
bermasyarakat pada wilayah pascabencana;

18. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa
yang bisa menimbulkan bencana.

19. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis,
biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya,
politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk
jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan
mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi
kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya
tertentu.

20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk
mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup
yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali
kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan
upaya rehabilitasi.

21. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko
bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana
maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.



6

22. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan
akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu
tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan
atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

23. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan
bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat
keadaan darurat.

24. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan bencana
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka
waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD yang diberi
tugas menanggulangi bencana.

25. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa
atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka
waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk
bencana.

26. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang
dan/atau badan hukum.

27. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang
menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

28. Pengumpulan uang atau barang adalah setiap usaha
mendapatkan uang atau barang untuk penanggulangan
bencana dalam masa pra bencana dan saat bencana.

Pasal 2

(1) Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lumajang
Tahun 2019-2023 yang selanjutnya disebut RPB
merupakan dokumen perencanaan yang bersifat lintas
sektor sebagai panduan dan pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
untuk jangka waktu 2019 -2023.

(2) Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan
penanggulangan bencana wajib melaksanakan Rencana
Penanggulangan Bencana.

Pasal 3

(1) RPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : RISIKO BENCANA DAERAH
BAB III : KEBIJAKAN STRATEGIS
BAB IV : RENCANA AKSI
BAB V : PENGARUSUTAMAAN
BAB VI : MONITORING, EVALUASI DAN PEMBARUAN

RPB
BAB VII : PENUTUP

(2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
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Pasal 4

RPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun
berdasarkan  hasil  analisis  risiko bencana dan upaya
penanggulangan bencana  yang  dijabarkan  dalam  program
kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 5

RPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama 5
Tahun dan ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau
sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Pasal 6

RPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai 3 (tiga)
strategi yang harus dijalankan untuk mengoptimalkan
penanggulangan bencana, terdiri dari :
a. internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka

pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lumajang;
b. penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana; dan
c. peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat

dalam penanggulangan bencana.

Pasal 7

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diarahkan untuk
mencapai tujuh fokus prioritas penanggulangan bencana, terdiri
dari :
a. penguatan kebijakan dan kelembagaan;
b. pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
c. pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
d. penanganan tematik kawasan rawan bencana;
e. penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana;

dan
f. pengembangan sistem pemulihan bencana.

Pasal 8

Keterlibatan Institusi dalam Aksi Penanggulangan Bencana
dibagi menjadi dua komponen, yaitu :
a. Pemerintah Daerah; dan
b. Pemangku Kepentingan/Non Pemerintah

Pasal 9

Keterlibatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf (a) terdiri dari ;
a. Organisasi Perangkat Daerah;
b. Badan Usaha Milik Negara; dan
c. Badan Usaha Milik Desa.
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Pasal 10

Keterlibatan Pemangku Kepentingan/Non Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah :
a. Forum Pengurangan Risiko Bencana;
b. Organisasi Kemasyarakatan Sipil;
c. Lembaga Filantropi dan Lembaga Bisnis daerah
d. Perguruan Tinggi dan pakar;
e. Media

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di  Lumajang
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M. ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 2 September 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M. Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 73

PARAF KOORDINASI
Jabatan Paraf Tanggal

Pj. Sekda

Asisten

Ka. BPBD

Kabag. Hukum


